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 This study aims to analyze the application of Income Tax (PPh) Article 4 

Paragraph (2) on the transfer of land and/or building rights in Indonesia. 

The research method used is descriptive analysis with a qualitative 

approach through literature review. The results indicate that the 

implementation of PPh Article 4 Paragraph (2) has been carried out in 

accordance with applicable tax regulations, with a rate of 2.5% of the 

gross transaction value. The final tax system is considered capable of 

simplifying tax administration and increasing state revenue from the 

property sector. However, obstacles remain, such as low taxpayer 

understanding and the practice of reporting transaction values that do not 

reflect actual conditions. Therefore, increased outreach and supervision 

are needed to improve taxpayer compliance. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tarif 

sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi. Sistem pajak final dinilai mampu 

mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor properti. Namun demikian, masih terdapat kendala 

berupa rendahnya pemahaman wajib pajak dan adanya praktik pelaporan 

nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena 

itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan agar kepatuhan 

wajib pajak semakin meningkat. 
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Pendahuluan  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam 

membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Siska 

dkk, 2024), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
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bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan 

(PPh) menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan 

negara. Salah satu bentuk PPh yang diterapkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang 

dikenal sebagai pajak final (Nasution and Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah 2024). 

Pajak ini dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif dan mekanisme khusus yang bersifat 

final. Sistem pajak final diterapkan untuk mempermudah administrasi perpajakan serta 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

memiliki peranan penting dalam mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan (Nasution 

and Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah 2024). 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

merupakan salah satu objek pajak yang sering dijumpai dalam praktik perpajakan di Indonesia. 

Menurut (Nasution and Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah 2024), pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan merupakan transaksi yang menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis bagi 

wajib pajak sehingga dikenakan pajak penghasilan. Dalam praktiknya, pajak ini dikenakan pada 

transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan tarif tertentu dari nilai bruto pengalihan. Pemungutan 

pajak dilakukan sebelum proses pengalihan hak disahkan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah 

pengawasan terhadap transaksi properti (Dewi, Mutiara, Rizkika Zalzabila Utami, Siti Aisyah 

2024). Selain itu, sektor properti juga memiliki nilai transaksi yang tinggi sehingga berpotensi 

memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Dengan demikian, penerapan PPh 

Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak tanah dan bangunan menjadi aspek penting dalam administrasi 

perpajakan nasional. 

Perkembangan sektor properti di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan semakin sering terjadi. Menurut (Vanomy 2021), 

penerapan PPh Final atas transaksi properti bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang 

sederhana, efektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya 

masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai 

mekanisme pembayaran pajak, tarif yang berlaku, serta prosedur pelaporannya. Tidak sedikit 

masyarakat yang menganggap bahwa pajak atas transaksi properti cukup rumit sehingga sering 

terjadi keterlambatan pembayaran pajak (Vanomy 2021). Selain itu, perubahan kebijakan 

perpajakan yang dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak dalam memahami 

ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi perpajakan masih sangat 
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diperlukan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal (Aldo et al. 2025). 

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga 

memiliki pengaruh terhadap stabilitas penerimaan negara. Menurut (WidyaPutra 2024), pajak final 

memberikan kemudahan administrasi karena proses pemungutan dilakukan secara langsung ketika 

transaksi terjadi sehingga lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara (WidyaPutra 2024). 

Sistem ini juga memberikan kepastian bagi wajib pajak karena besarnya pajak yang harus 

dibayarkan telah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi. Meskipun 

demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti praktik penghindaran 

pajak melalui pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Hal tersebut 

dapat menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan pajak negara dari sektor properti (Syafwanti 

2025). Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah agar penerapan 

PPh Pasal 4 Ayat (2) dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam transaksi pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan serta mengetahui berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

pentingnya kepatuhan perpajakan dalam transaksi properti. Melalui metode deskriptif analisis, 

penelitian ini akan menggambarkan penerapan ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan yang 

berlaku serta praktik yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kualitas pelayanan 

perpajakan di Indonesia. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Pajak 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Kalalo, Runtu, and Kindangen 

2024), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

negara (Kalalo, Runtu, and Kindangen 2024). Pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan 

nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Selain fungsi budgetair sebagai sumber 

pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi regulerend yaitu sebagai alat untuk mengatur 

kebijakan ekonomi dan sosial masyarakat (Faruq et al. 2024). Dengan adanya pajak, pemerintah 
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dapat menjalankan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, keberadaan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian 

Indonesia. 

2. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis 

penghasilan tertentu dan bersifat final. Menurut (Adityaningsih 2025), PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah 

pajak yang pemotongan atau pembayarannya bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan kembali 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (Adityaningsih 2025). Sistem pajak final 

diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

meliputi bunga deposito, hadiah undian, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, serta 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penerapan pajak final juga bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta mengurangi potensi penghindaran pajak oleh wajib 

pajak (WidyaPutra 2024). 

3. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kegiatan pemindahan hak kepemilikan 

tanah atau bangunan dari satu pihak kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, 

warisan, dan bentuk pengalihan lainnya (Nasution and Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah 

2024). Menurut (Aldo et al. 2025), transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan termasuk objek 

Pajak Penghasilan karena menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak. Dalam 

sistem perpajakan Indonesia, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

dikenakan PPh Final berdasarkan persentase tertentu dari nilai bruto transaksi. Pemungutan pajak 

dilakukan sebelum proses pengalihan hak disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah pengawasan 

terhadap transaksi properti di Indonesia (Aldo et al. 2025). 

4. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

diatur dalam berbagai peraturan perpajakan di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur 

ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah 

beberapa kali mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Hairunnisa 2021). Selain itu, ketentuan mengenai tarif dan tata cara pembayaran PPh 

Final atas pengalihan hak tanah dan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan 
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Peraturan Menteri Keuangan (Aldo et al. 2025). Menurut (Adityaningsih 2025), keberadaan dasar 

hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan properti. Dengan adanya 

aturan yang jelas, diharapkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan 

tertib. 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Syafwanti 2025), kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Syafwanti 2025). Dalam 

penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2), kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar proses pemungutan 

pajak dapat berjalan optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya 

pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak dan pelaporan transaksi pengalihan hak atas tanah 

dan bangunan (Faruq et al. 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan 

edukasi perpajakan kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan 

penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus optimal. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. 

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap ketentuan 

perpajakan, mekanisme penerapan, serta berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan penjelasan 

secara mendalam mengenai objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari 

berbagai sumber literatur dan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai dokumen 

dan literatur yang berkaitan dengan penelitian (Mulyadi 2024). Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari buku perpajakan, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta 

dokumen resmi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari 
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peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di 

Indonesia. 

Tabel 1. Sumber Data Penelitian 

 

Data yang diolah penulis, 2026 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

(library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari 

berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta 

peraturan perpajakan (Firmansyah, Masrun, and Yudha S 2021). Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang relevan mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi 

terhadap data-data yang diperoleh untuk mendukung proses analisis penelitian secara sistematis dan 

terarah. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dan peraturan perpajakan (Prayogi and Kurniawan 

2024). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), mekanisme pemungutan pajak, serta kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaannya. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang  sistematis sehingga 

dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. 
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Hasil dan Pembahasan  

1. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

merupakan pajak final yang dikenakan kepada pihak yang memperoleh penghasilan dari transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan (Syafwanti 2025). Dalam praktik perpajakan di Indonesia, 

pengalihan hak dapat terjadi melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, maupun bentuk pengalihan 

lainnya yang menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan. Pajak ini bersifat final, sehingga pajak 

yang telah dibayarkan tidak dapat diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan (Syafwanti 2025). 

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan 

dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di sektor properti. Pemerintah menetapkan tarif 

sebesar 2,5% dari nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Hairunnisa 2021). 

Pemungutan pajak dilakukan sebelum proses penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bukti pembayaran pajak menjadi salah satu syarat utama dalam 

proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan (WidyaPutra 2024). Dengan adanya sistem tersebut, 

pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi properti secara lebih efektif. Dalam 

pelaksanaannya, penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dinilai cukup efektif karena proses perhitungan 

dan pembayaran pajaknya relatif sederhana. Wajib pajak hanya perlu menghitung pajak berdasarkan 

persentase tertentu dari nilai transaksi tanpa harus melakukan perhitungan penghasilan bersih. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai tata cara pembayaran pajak serta adanya praktik manipulasi nilai 

transaksi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. 

2. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dilakukan dengan menghitung tarif pajak sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai 

pengalihan. Nilai bruto pengalihan merupakan nilai transaksi yang disepakati antara penjual dan 

pembeli atau nilai yang tercantum dalam akta jual beli (Syafwanti 2025). Rumus perhitungan PPh 

Pasal 4 Ayat (2) adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑃ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 

Karena tarif pajak yang berlaku sebesar 2,5%, maka rumus tersebut dapat dituliskan 

menjadi: 
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𝑃𝑃ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2,5% × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 

Setelah besarnya pajak diketahui, wajib pajak harus melakukan pembayaran melalui bank 

persepsi atau sistem pembayaran pajak elektronik yang telah ditetapkan pemerintah. Bukti 

pembayaran pajak kemudian diserahkan kepada PPAT sebagai syarat untuk melanjutkan proses 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 

3. Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

Pada tahun 2025, Ibu Rina menjual sebuah rumah beserta tanahnya yang berlokasi di Kota 

Medan kepada Bapak Dedi dengan harga transaksi sebesar Rp850.000.000. Transaksi tersebut 

dilakukan melalui proses jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan 

ketentuan perpajakan di Indonesia, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 2,5% dari nilai bruto pengalihan. 

Sebelum akta jual beli ditandatangani, pihak penjual wajib terlebih dahulu membayarkan 

Pajak Penghasilan Final sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti pembayaran pajak kemudian 

diserahkan kepada PPAT sebagai salah satu syarat penyelesaian transaksi jual beli properti. 

Langkah Perhitungan 

Diketahui: 

Nilai transaksi jual beli rumah dan tanah = Rp850.000.000  

Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) = 2,5% 

Rumus Perhitungan 

𝑃𝑃ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 

Perhitungan 

𝑃𝑃ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2,5% × 𝑅𝑝850.000.000 

𝑃𝑃ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑅𝑝21.250.000 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) 

yang harus dibayarkan oleh Ibu Rina sebagai pihak penjual adalah sebesar Rp21.250.000. Pajak 

tersebut wajib dibayarkan sebelum proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan disahkan melalui 

penandatanganan akta jual beli oleh PPAT. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan 

memperoleh bukti pembayaran pajak yang digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam 

proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan. 

4. Kesesuaian Penerapan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil analisis, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
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berlaku di Indonesia. Mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara langsung sebelum pengalihan 

hak disahkan oleh PPAT sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya penghindaran pajak. 

Sistem ini juga dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti karena 

pajak dipungut pada saat transaksi terjadi. 

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam penerapan 

PPh Pasal 4 Ayat (2). Dalam praktiknya, masih ditemukan wajib pajak yang melaporkan nilai 

transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. 

Tindakan tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan bertentangan dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran dan 

pelaporan pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Banyak masyarakat 

yang belum memahami bahwa pembayaran PPh Final merupakan syarat wajib sebelum proses 

pengalihan hak dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

perpajakan kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Secara keseluruhan, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah 

maupun wajib pajak. Sistem pajak final mampu menyederhanakan administrasi perpajakan, 

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari 

sektor properti. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem pajak final dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai 

bruto transaksi dinilai mampu memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, pembayaran, dan 

administrasi perpajakan baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Selain itu, penerapan PPh Pasal 

4 Ayat (2) juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti serta 

menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Namun 

demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai prosedur perpajakan dan adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak 

sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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SARAN 

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada 

masyarakat terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan agar pemahaman dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Selain itu, 

pengawasan terhadap transaksi properti perlu diperkuat untuk meminimalkan praktik manipulasi 

nilai transaksi yang dapat mengurangi penerimaan negara. Wajib pajak juga diharapkan lebih 

memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih tertib, efektif, dan transparan di Indonesia. 
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